WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/31/Kpts /WN-1U/2018

TENTANG
PENGANGKATAN TIM SIAGA BENCANA SAPTAMARGA
NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,

Bahwa untuk terlaksananya Penangulangan Bencana Alam di Nagari sesuai
dengan ketentuan dan Peraturan Perundang - Undanganb yang berlaku,Perlu
Mengangkat Tim Siaga Bencana Sapta Marga Nagari Inderapura Tahun 2018 ;

Menimbang :

Qo

b. bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada Huruf (a) diatas,
perlu  menetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara Tentang
Pengangkatan Kepengurusan bandar lkan Larangan Saluran Bandar Irigasi Nagari
Inderapura Tahun 2018 ;

1. Undang — undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang -
undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 77) Jo Undang —undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);

Mengingat :

2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang — undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang — undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



10.

11.

12.

13.

4400);

Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang — undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);\Undang -
undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang - undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

Undang — undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah
Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



Menetapkan
KESATU

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan  Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Intruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34
Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat;

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia Nomor
1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan
Kelurahan siaga aktif:

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2006 tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

Mengangkat Tim Siaga Bencana Saptamarga Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran
2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.



KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Siaga Bencaba Saptamarga Nagari Inderapura Utara
Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai

berikut
a. Menginformasikan Kejadian Bencana Alam Kepada Instansi Terkait
b. Membantu dalam Pelaksanaan Penangulangan Bencana
¢.  Mendristibusikan segala Bantuan Untuk Korban Bencana
d. Membantu Tim Medis dalam Menangani Korban Bencana
e. Melaporkan Permasalahan di Lapangan.
f.  Melaksanakan Tugas yang di Beri Pimpinan
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
Nomor
Tanggal
Tentang

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 10 April 2018.

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
140/31/Kpts/WN-1U/2018

10 April 2018

TIM SIAGA BENCANA SAPTAMARGA NAGARI INDERAPURA UTARA

SUSUNAN TIM SIAGA BENCAN SAPTAMARGA NAGARI INDERAPURA UTARA

NO NAMA JABATAN / INSTANSI I;E:&?\;Jﬁa

1 | AHMAD ZUHRI WALI NAGARI PELINDUNG DAN PENASEHAT
2 | MUKHLIS KETUA LPMN KETUA

3 | ANDRI KEPALA KAMPUNG WAKIL KETUA

4 | RAMIN SUPRIANTO S.PDi KEPALA KAMPUNG SEKRETARIS

5 | INDAH KIRNA SULARSIH,S.TP BENDAHARA NAGARI BENDAHARA

6 | HENDRA SAKTI MASYARAKAT ANGGOTA

7 | BUDI SUSANTO,A.Md ANGGOTA BAMUS NAGARI ANGGOTA

8 | ZULFITRI MASYARAKAT ANGGOTA




9 | LILIK BAMBANG SUSWANTO LPMN ANGGOTA
10 | SYAHDINAL LPMN ANGGOTA
11 | DARLIANTO LPMN ANGGOTA

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA




